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ABSTRAK 
Nama  : Imam Sumantri 
NIM  : 10300113249 
Judul  : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversi (Studi  
Kasus di Polrestabes Makassar) 
 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan diversi di 
Polrestabes Makassar yang di tinjau dari prespektif Hukum Islam. Pokok masalah 
tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan 
penelitian, yaitu: 1) Bagaimanakah bentuk penerapan diversi di Polrestabes 
Makassar ? 2) Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap penerapan diversi 
khususnya di Polrestabes Makassar ? 3). Apa sajakah kendala dalam penerapan 
diversi di Polrestabes Makassar ? 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggabungkan 
antara Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Adapun sumber 
data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini 
tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data 
primer yang bersumber dari Penyidik POLRESTABES Makassar.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan diversi di 
Polrestabes Makassar sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik 
bagi anak ( korban dan tersangka), para pihak yang diundang untuk diversi 
diantaranya : (a) korban dan keluaraga, (b) tersangka dan keluarga, (c) BAPAS, (d) 
Bapemas, (e) Lembaga atau organisasi sosial pendamping anak. 2) Yang menjadi 
hambatan dalam penerapan diversi diantaranya : (a) Terbatasnya fasilitas sebagai 
alat untuk pelaksanaan diversi seperti, ruang mediasi untuk musyawarah, ruang 
khusus anak, dan lembaga penempatan anak sementara, (b) Pandangan masyarakat 
khususnya keluarga korban terhadap diversi yang cendrung negatif yang berakibat 
adanya dendam dan pengucilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum serta 
masyarakat yang masih ingin melakukan pembalasan bagi pelaku dengan cara 
memberikan hukuman atau pidana . 3) Diversi dalam Undang-undang No. 11 tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan gagasan baru yang  
bermuara pada The Beijing Rules pada hakekatnya telah diatur di dalam hukum 
Islam yang dikenal dengan konsep islah (perdamaian). Suatu konsep yang 
mengedepankan penyelesaian perkara secara kekeluargaan. Perbedaan mendasar 
dari konsep islah dengan diversi terletak pada kasus-kasus yang dapat ditempuh 
dengan upaya damai.  
Dalam islah kasus-kasus yang tidak dapat ditempuh adalah tindak pidana 
yang masuk ke dalam kategori Hudud seperti zina, menuduh zina, miras, pencurian, 
murtad dan pemberontakan. Selain kategori tersebut dapat ditempuh jalan damai 
sekalipun melibatkan kasus berat seperti pembunuhan dan sebagainya. Sedangkan 
dalam diversi, patokannya adalah periode kurungan. Upaya perdamaian dapat 
ditempuh selagi diancam dengan kurungan di bawah 7 tahun dan bukan residivis. 
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan 
dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana Islam yang menyangkut penerapan 
  
diversi ditinjau dari prespektif hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat 
memberikan sumbangan pemikiran bagi para pengkaji, para penegak ataupun 
praktisi hukum tentang penerapan diversi dalam sistem peradila pidana anak 
khususnya ditingkat penyidikan.Memberikan informasi secara ilmiah bagi 
masyarakat umum sehingga diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengerti 
tentang penerapan diversi di Polrestabes Makassar, serta bagaimana pandangan 
hukum Islam terkait penerapan diversi tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Anak51 merupakan amanah dan karunia Allah SWT yang memiliki harkat 
dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah 
bangsa dan negara, perlu mendapatkan perhatian khusus, kasih sayang, pendidikan, 
perlindungan52 dan pemenuhan kebutuhan lainnya bagi keberlangsungan hidup, 
kesejahteraan dan tumbuh kembang anak.  
Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita 
luhur bangsa, menjadi calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan 
sebagai harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-
luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani 
dan sosial.53 
Berdasarkan ketentuan Pasal 28 huruf B Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, anak memiliki peran strategis yang secara tegas 
                                                          
51 Anak menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1 berbunyi; 
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan”. 
52 Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, 
dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Dikutip 
dari Nurini Aprilianda, Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan, 
(Malang: Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasacasarjana, Universitas Brawijaya, 2001), 
hlm. 41. 
53 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana 
Anak Di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 40. 
  
dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, 
tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan 
terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari amanat konstitusi 
tersebut perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang 
bertujuan untuk melindungi anak.54 
Perlindungan anak menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa perlindungan anak 
merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya 
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai 
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi. Dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang ini juga 
menyebutkan bahwa; Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, 
keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap 
penyelenggaraan perlindungan anak. 
Di dalam Islam ditemukan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak 
sebagaimana perintah Allah terhadap penanggung jawab keluarga agar memelihara 
                                                          
54 Secara historis-yuridis, Indonesia telah memiliki beberapa regulasi terkait perlindungan 
anak, yakni; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang diratifikasi dari Konvensi Hak Anak 
(KHA), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kemudian Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002. Secara subtantif Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa; hak hidup, 
hak atas nama, hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah 
sesuai agama yang dianut, hak berekspresi, berpikir, bermain, berekreasi, beristirahat, bergaul dan 
hak jaminan sosial.  
 
  
keluarganya dari api neraka, sebagaimana difirmankan dalam surah at-Tahrim ayat 
6 yang berbunyi: 
 ُكيِلَۡهأَو ۡمُكَُسفَنأ ْا َُٰٓوق ْاُونَماَء َنيِذَّلٱ اَهَُّيأ
َٰٓ  َي َع ُةَراَجِحۡلٱَو ُساَّنلٱ اَُهدُوقَو اٗراَن ۡم اَهۡيَل
 َرََمأ َٰٓاَم َ َّللَّٱ َنوُصۡعَي َّلَّ ٞدَادِش ٞظَلَِغ ٌةَِكئ
َٰٓ  َلَم َنوُرَمُۡؤي اَم َنُولَعۡفَيَو ۡمُه٦  
Terjemahannya:  
 
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan.55 
 
 Quraish Shihab mengatakan ayat 6 al-Tahrim ini menggambarkan bahwa 
dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat ini secara redaksional 
tertuju kepada laki-laki, tetapi itu bukanlah berarti hanya kepada lelaki semata 
melainkan kepada laki-laki dan perempuan (ayah dan ibu). Ini berarti bahwa kedua 
orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-
masing, sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah 
atau ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi 
oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis.56 
Islam juga menggariskan perlindungan fisik bagi anak, sehingga mereka 
mendapat hak hidup yang layak. Gambaran ini diperoleh dari cercaan al-Qur’an 
teradap orang yang membunuh anaknya, sebagaimana firman Allah dalam ayat 140 
                                                          
55 Kementerian  Agama Republik Indonesia,  Al-Qur’an dan Terjemahan (Cet. I; Depok: 
Sabiq, 2012), h. 560. 
56 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Vol. 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 327. 
  
surah al-An’am dan juga dalam surah yang sama ayat 151 yang melarang tegas 
membunuh anak-anak.57 Hal ini memberikan gambaran bahwa Islam sangat 
memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. 
Berbagai masalah dan tantangan yang sering dihadapi dalam upaya 
menyelenggarakan tanggungjawab perlindungan anak yakni munculnya persoalan 
anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Undang-Undang RI Nomor  11  
Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa; Anak yang 
Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang 
menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.58 
Berdasarkan hasil penelitian Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made 
Martini Tinduk, diketahui bahwa; lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke 
pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti; pencurian. Pada 
umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas 
sosial. Maka tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya 
dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Yang memprihatinkan, mereka 
                                                          
57 Zulfa Ahmad, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam, dalam Jurnal Islamica, Vol. 
4, No. 1, (Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2009), h. 150-151.  
58 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang 
telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 
melakukan tindak pidana. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut 
Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami 
penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak 
yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang 
didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Lihat Pasal 1, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5, Undang-
Undang RI Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
  
seringkali disatukan dengan orang dewasa karena kurangnya alternatif terhadap 
hukuman penjara.59 
Sepanjang tahun 2000, tercatat dalam statistik kriminal kepolisian terdapat 
lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Pada bulan 
Januari hingga Mei 2002, ditemukan 4.325 tahanan anak di rumah tahanan dan 
lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Lebih menyedihkan lagi, sebagian 
besar (84.2%) anak-anak ini berada di dalam lembaga penahanan dan pemenjaraan 
untuk orang-orang dewasa dan pemuda. Jumlah anak-anak yang ditahan tersebut, 
tidak termasuk anak-anak yang ditahan dalam kantor polisi (Polsek, Polres, Polda 
dan Mabes). Pada rentang waktu yang sama, yaitu Januari hingga Mei 2002, tercatat 
9.465 anak-anak yang berstatus sebagai Anak Didik (Anak Sipil, Anak Negara dan 
Anak Pidana) tersebar di seluruh rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. 
Sebagian besar, yaitu 53.3%, berada di rumah tahanan dan lembaga 
pemasyarakatan untuk orang dewasa dan pemuda. 
Tahun 2010 bulan Juli, jumlah anak yang ditahan di dalam lapas sebanyak 
6.273, sedangkan bulan September 2010 jumlah anak yang ditahan sebanyak 6.829. 
Kondisi demikian tentu sangat memprihatinkan, karena banyak anak yang harus 
berhadapan dengan proses pengadilan. Keberadaan anak dalam tempat penahanan 
dan pemenjaraan bersama dengan orang dewasa, menempatkan anak pada situasi 
yang rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan.60 
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Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia & 
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60 Abintoro Prakoso, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, (Yogyakarta : Aswaja 
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Berdasarkan data Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)  yang 
dirilis oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementerian Hukum 
dan HAM, pada Februari 2015 jumlah anak penghuni Lapas sebanyak 3.507 yang 
terdiri dari; jumlah tahanan anak sebanyak 781 anak dan jumlah napi anak sebanyak 
2.726 anak. Pada Maret 2015 jumlah anak penghuni Lapas meningkat sebanyak 
3.559 yang terdiri dari; tahanan anak sebanyak 894 anak dan jumlah napi anak 
sebanyak 2.665 anak.61 
Sekertaris jenderal Kementerian Hukum dan HAM Bambang Rantam 
mengatakan di Indonesia baru terdapat 20 lapas khusus anak. Sedangkan, ada 3.276 
kasus anak yang berkonflik dengan hukum dan berdasarkan data dari Direktorat 
Bina Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Ditjen Pemasyarakatan, 
ada 59,31% diantaranya harus rela berbagi tempat dengan warga binaan dewasa.62 
Sedangkan di kota Makassar sendiri kejahatan yang dilakukan oleh anak 
juga marak terjadi. Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes) mencatat 
setidaknya ada puluhan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak setiap 
tahunnya, sepanjang tahun 2011-2014 terdapat 179 kasus tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak. Kejahatan tersebut meliputi penganiayaan, pemerkosaan, 
pencurian, kekerasan dengan senjata tajam bahkan kekerasan dalam rumah 
tangga.63 
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Salah satu upaya dalam melindungi hak anak yang berhadapan dengan 
hukum adalah melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan 
penyelenggaraan sistem peradilan anak (juvenile justice) tidak semata–mata 
bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi 
lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai 
sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.64 
Ditinjau dari prespektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 
(UU SPPA) Nomor 11 Tahun 2012 yang menjadi Undang-Undang pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, penggunaan konsep 
Restorative Justice dengan adanya upaya diversi yang diadopsi dari The Beijing 
Rules65 yakni dengan mengharuskan setiap penegak hukum mengupayakan 
penyelesaian perkara pidana yang dilakukan anak diluar proses pengadilan. 
Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, 
mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)66. Selain itu, hal yang paling mendasar 
dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan 
restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak 
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pasal 85 ayat (1) dan ayat (3) UU SPPA No. 11 tahun 2012 . 
  
dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang 
berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam 
lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta 
semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan 
pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. 
Keadilan restoratif yang dimaksud ialah dengan melaksanakan proses 
diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-
sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala 
sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat 
dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati 
yang tidak berdasarkan pembalasan.67 
Seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak68 kepolisian selaku penyidik 
diberikannya kewenangan untuk melakukan upaya diversi jika adanya perkara 
pidana anak yang diselidiki. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh UNICEF 
bersama dengan Pusat Kajian Kriminologi Fisip UI pada tahun 2004 
memperlihatkan bahwa konsep diversi belum diketahui secara merata oleh petugas 
kepolisian, baik di kota besar maupun kota kecil masih dijumpai petugas kepolisian 
yang tidak tahu dan tidak mengenal konsep diversi. Kalaupun ada beberapa petugas 
hanya pernah mendengar istilah diversi tetapi tidak memahami maknanya. Terdapat 
                                                          
67 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak 
68 “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan 
negeri wajib diupayakan diversi”. 
  
pula kondisi beberapa petugas mengetahui apa itu konsep diversi, namun tidak 
mempraktikkannya.69 
 Berdasarkan uraian tersebut, penulis menilai sangat urgen untuk dilakukan 
penelitian terkait konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak ditinjau dari 
prespektif hukum Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul 
penelitian yakni; Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Diversi (Studi 
Kasus di Polrestabes Makassar). 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Dalam penelitian ini berfokus pada penerapan diversi di Polrestabes 
Makassar ditinjau dari prespektif hukum Islam.  
2. Deskripsi Fokus 
Untuk memudahkan dan menghindari penafsiran dalam memahami 
pembahasan ini, maka lebih dahulu dideskripsikan fokus penelitian sebagai 
berikut: 
1. Tinjauan adalah hasil perbuatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah 
menyelidiki, mempelajari, dsb).70 
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2. Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasar Wahyu Allah dan 
Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf  yang diakui dan diyakini 
berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.71 
3. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.72 
4. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan pidana.73 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan, maka penulis 
menyusun rumusan yang dijadikan permasalahan dalam skripsi ini. Sebagai 
masalah pokok adalah; bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan 
diversi dalam sistem peradilan pidanan anak ? Sub masalah yang akan diangkat 
dalam skripsi ini adalah: 
1. Bagaimanakah bentuk penerapan diversi di Polrestabes Makassar ? 
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap penerapan diversi khususnya 
di Polrestabes Makassar ? 
3. Apa sajakah kendala dalam penerapan diversi di Polrestabes Makassar ? 
D. Kajian Pustaka 
Agar penulisan karya tulis ilmiah ini sistematis dan memiliki bahan 
perbandingan, maka di bawah ini penulis memberikan atau mengemukakan 
                                                          
71 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam (Cet. II; Padang: 
Padang Angkasa Raya, 1993), h. 18. 
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73 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, Pasal 1 Ayat (7). 
  
beberapa referensi yang relevan dengan masalah dan sekaligus sebagai bahan 
acuan untuk lebih meningkatkan kualitas isi karya tulis ilmiah ini. Pembahsan 
tentang judul ini dapat ditemukan dalam berbagai literatur yang menjadi rujukan 
penulis diantaranya: 
1. Maidin Gultom, dalam bukunya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam 
Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, dalam buku ini membahas 
secara menyeluruh mengenai probematika anak, sistem peradilan anak di 
Indonesia dan perlindungan hukum terhadap anak  maupun anak yang 
berhadapan dengan hukum serta membahas mengenai mediasi penal dalam 
sistem peradilan pidana anak. 
2. Abintoro Prakoso, dalam bukunya Pembaruan Sistem Peradilan Pidana 
Anak, buku ini membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap anak, 
ruanglingkup hukum pidana anak, penerapan sanksi pidana terhadap anak, 
pihak-pihak yang terkait dengan peradilan pidana anak serta membahas 
mengenai pembaruan sistem peradilan pidana anak yang di tinjau dari 
berbagai aspek. 
3. Purnianti, Mamik Sri Supatmi, Ni Made Martini Tinduk, dalam penelitian 
Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di 
Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang 
berkerjasama dengan UNICEF Indonesia, dalam penelitian tersebut 
menganalisi secara lengkap mengenai situasi dan keadaan yang dihadapi oleh 
anak Indonesia yang berhadapan dengan hukum. Dalam penelitian ini juga 
  
terdapat beberapa teori dan langkah yang harus dilakukan untuk melindungi 
dan mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum. 
4. Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem 
Peradilan Pidana Anak di Indonesia, buku ini membahas ide diversi Buku 
ini membahas ide diversi dalam sistem peradilan pidana anak yaitu suatu ide 
atau konsep tentang pengalihan pemeriksaan perkara pelanggar anak, dimana 
kepada aparat hukum diberi kewenangan untuk mengambil tindakan-
tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar 
anak, artinya menghentikan atau melepaskan dari proses peradilan atau 
mengembalikan (menyerahkan) kepada masyarakat dan bentuk-bentuk 
kegiatan pelayanan sosial lainnya. Sehingga diversi tidak hanya diatur dalam 
undang-undang saja tetapi dengan melakukan penelaahan yang berkisar 
sejauhmana diversi dapat diterima sebagai pembaharuan sistem peradilan 
pidana anak di Indonesia. 
5. Sukardi, Prespektif Hukum Refleksif Terhadap Konsep Restorative Justice 
Dalam Pembahruan Hukum Pidana, Dalam Jurnal Ilmu Hukum Amanna 
Gappa, Fakultas Hukum Uiversitas Hasanuddin, dalam Jurnal ilmiah ini 
menjelaskan bagaimana seharusnya dengan adanya Undang-undang No. 11 
tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak merubah pradigma 
pemidanaan  dengan menerapkan konsep Restorative Justice. 
 
 
 
  
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
 Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab 
rumusan masalah yang dipaparkan diatas, yaitu sebagai berikut:  
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui bentuk penerapan diversi di Polrestabes Makassar, apakah 
telah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak.  
b. Untuk mengetahui bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap penerapan 
diversi, khususnya di Polrestabes Makassar. 
c. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh petugas kepolisian 
(penyidik kasus pidana anak) di Polrestabes Makassar dalam menerapkan 
konsep diversi. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Untuk memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya 
hukum pidana Islam yang menyangkut penerapan diversi ditinjau dari 
prespektif hukum Islam. 
b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 
para pengkaji, para penegak ataupun praktisi hukum tentang penerapan 
diversi dalam sistem peradila pidana anak khususnya ditingkat penyidikan. 
c. Memberikan informasi secara ilmiah bagi masyarakat umum sehingga 
diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang penerapan diversi 
  
di Polrestabes Makassar, serta bagaimana pandangan hukum Islam terkait 
penerapan diversi tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
D. Keadilan Restoratif 
Istilah “Restorative justice” diciptakan oleh seorang psikolog Albert Eglash 
pada tahun 1977, dalam tulisannya tentang ganti rugi (reparation). Keadilan 
restoratif ini sangat peduli dengan usaha membangun kembali hubungan-hubungan 
setelah terjadinya tindak pidana, tidak sekedar memperbaiki hubungan antara 
pelaku dan masyarakat. Keadilan restoratif dikatakan oleh Sarre sebagai pertanda 
(hallmark) dari sistem peradilan pidana modern. Peradilan pidana anak dengan 
keadilan restoratif bertujuan untuk :74 
a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak; 
b. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan; 
c. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan; 
d. Menanamkan rasa tanggung jawab anak; 
e. Mewujudkan kesejahteraan anak; 
f. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; 
g. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; 
h. Meningkatkan keterampilan hidup anak. 
 Menurut Achmad Ali salah satu implementasi dari prinsip Restorative 
justice adalah penyelesaian kasus rekonsiliasi yang telah diterapkan di Afrika 
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Selatan dan diikuti sejumlah negara lain, seperti Indonesia dan Timor Leste.75 
Untuk lebih memahami teori Restorative justice, maka terlebih dahulu akan 
dikemukakan beberapa deskripsi tentang istilah, pengertian dan konsep Restorative 
justice. Istilah Restorative justice juga didefinisikan dengan berbagai rumusan oleh 
para ahli. Beragamnya definisi Restorative justice, dikarenakan banyaknya model 
dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Beragamnya definisi 
Restorative justice juga memperbanyak terminologi yang digunakan untuk 
menggambarkan aliran keadilan restorasi. Beberapa istilah tersebut, antara lain: 
communitarian justice (keadilan komunitarian); positive justice (keadilan positif); 
relasional justice (keadilan relasional); reparative justice (keadilan reparatif); dan 
community justice (keadilan masyarakat).76 
 Ada beberapa prinsip dasar dari restorative justice terkait hubungan antara 
kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara. Pertama, kejahatan ditempatkan 
sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran 
hukum pidana; kedua, restorative justice adalah teori peradilan pidana yang 
fokusnya pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan 
oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. Jadi 
lebih menekankan bagaimana hubungan dan tanggung jawab pelaku (individu) 
dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban atau masyarakat. ketiga, 
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76Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, Pergeseran Paradigma Pemidanaan 
(Bandung: Lubuk Agung, 2011), h. 66. 
 
 
  
kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak 
hubungan sosial. Hal ini jelas berbeda dengan Hukum Pidana yang telah menarik 
kejahatan sebagai masalah negara, hanya negara yang berhak menghukum; 
keempat, munculnya ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem 
peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan 
konflik sosial.77 
 Beberapa ciri dari program-program dan hasil (outcomes) restorative 
justice antara lain meliputi: victim offender mediation (memediasi antara pelaku 
dan korban); conferencing (mempertemukan para pihak); circles (saling 
menunjang); victim assistance (membantu korban); ex-offender assistance 
(membantu orang yang pernah melakukan kejahatan); restitution (memberi ganti 
rugi atau menyembuhkan); community service (pelayanan masyarakat) adalah 
pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan; pelaku 
memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan serta pengadilan 
berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk 
melestarikan perdamaian yang adil.78 
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E. Konsep Diversi 
1. Pengertian Diversi 
Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan pidana.79 Konsep diversi pertama kali 
dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak yang disampaikan 
Presiden Komisi Pidana (president’s crime commissionis) Australia di Amerika 
Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 
ditandai berdirinya peradilan anak (children’s court) sebelum abad ke-19 yaitu 
diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan 
peringatan (police cautioning). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria 
Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963. 
Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif 
terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem 
peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh 
kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.80 Dengan penerapan 
konsep diversi yang dilaksanakan di tingkat penyidikan, penuntutan dan 
pemeriksaan perkara anak di pengadilan, memberikan peluang yang lebih besar 
bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk terbebas dari ancaman pidana 
sehingga hak-hak anak tidak akan terampas. 
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Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau 
pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk 
memperbaiki kesalahan. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak 
yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak 
hukum. Kedua, keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap 
keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (appropriate 
treatment). Ada tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu: 
a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orientation), yaitu aparat 
penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan 
atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau 
peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas 
perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi 
pelaku oleh masyarakat. 
b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service 
orientation), yaitu dengan melaksanakan fungsi untuk mengawasi, 
memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. 
Masyarakat dapat membantu keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan 
atau pelayanan. 
c. Menuju proses restorative justice atau perundingan (balanced or restorative 
justice orientation), yaitu memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab 
langsung pada korban dan masyarakat serta membuat sebuah kesepakatan 
bersama antara korban, pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua 
  
pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai 
kesepakatan tindakan pada pelaku. 
2. Tujuan Diversi 
Berdasarkan  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan Diversi terdiri dari : 
a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak 
b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan 
c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan 
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak 
3. Syarat Diversi 
Syarat diversi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 dan Pasal 9 yang menentukan 
sebagai berikut: 
1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan 
orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial 
Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. 
2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. 
3) Proses Diversi wajib memperhatikan: 
a. kepentingan korban; 
b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; 
c. penghindaran stigma negatif; 
  
d. penghindaran pembalasan; 
e. keharmonisan masyarakat; dan 
f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. 
Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut : 
1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus 
     mempertimbangkan : 
a. Kategori tindak pidana; 
b. Umur anak; 
c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan 
d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. 
2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau  
     keluarga. 
    Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk: 
a. tindak pidana yang berupa pelanggaran; 
b. tindak pidana ringan; 
c. tindak pidana tanpa korban; atau 
d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi 
setempat. 
 
 
 
 
  
4. Wewenang Diversi 
Kewenangan Diversi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 Ayat (1) dan (2) 
yang menentukan sebagai berikut : 
(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di 
pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. 
(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal 
tindak pidana yang dilakukan: 
a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan 
b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 
5. Proses Diversi 
Di samping aturan tentang pelaksanaan diversi menurut undang-undang, 
terdapat aturan turunan sebagai aturan pelaksana dari upayadiversi pada setiap 
tingkatan. Aturan tersebut berupa : 
a. Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian 
Pedoman dalam pelaksanaan diversi disebutkan bahwa prinsip 
diversi yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak, yaitu suatu pengalihan  
bentuk  penyelesaian  yang  bersifat  proses  pidana formal ke alternatif 
penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik menurut kepentingan 
anak. Diversi dapat dikembalikan ke orang tua si anak baik tanpa maupun 
disertai peringatan informal atau formal, mediasi, musyawarah keluarga 
pelaku dan keluarga korban, atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik 
lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat. 
  
b. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 
PERMA ini dibuat dengan pertimbangan bahwa diversi merupakan 
proses yang harus diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan 
keadilan restoratif. Hal tersebut merupakan amanah Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh sebab 
itu, Mahkamah Agung selaku lembaga tertinggi dalam lingkup peradilan 
pidana menetapkan PERMA sebagai pedoman pelaksanaan diversi di 
pengadilan. Tahapan proses diversi berdasarkan PERMA tersebut dimulai 
dengan penunjukan Fasilitator Diversi oleh Ketua Pengadilan yang terdapat 
dalam Pasal 1 ayat (2) mengatur sebagai berikut: 
1. Fasilitator Diversi adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan 
untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Selanjutnya, hakim yang 
menjadi fasilitator diversi menentukan hari musyawarah diversi antara para 
pihak yang melibatkan anak, korban dan orangtua atau walinya, 
pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan 
masyarakat dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu hadir dalam proses 
diversi. Setelah hari musyawarah diversi ditentukan, maka proses 
musyawarah dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan tersebut 
terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 
  
Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana 
Anak, yang mengatur sebagai berikut:81 
a. Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan perkenalan 
para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah 
diversi serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak 
yang hadir. 
b. Fasilitator Diversi menjelaskan tugas Fasilitator Diversi. 
c. Fasilitator Diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing 
Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan 
sosial Anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian. 
d. Fasilitator Diversi wajib memberikan kesempatan kepada : 
a) Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan. 
b) Orangtua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan 
perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. 
c) Korban/Anak Korban/Orangtua/Wali untuk memberi tanggapan dan 
bentuk penyelesaian yang diharapkan. 
2. Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial Anak 
Korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian. 
3. Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat memanggil perwakilan 
masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung 
penyelesaian. 
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4. Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat melakukan pertemuan terpisah 
(Kaukus) dengan para pihak. 
5. Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam Kesepakatan 
Diversi. 
6. Dalam menyusun kesepakatan diversi, Fasilitator Diversi memperhatikan dan 
mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, 
kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak 
dapat dilaksanakan Anak, atau memuat itikad tidak baik. 
Proses diversi mencapai kesepakatan dimana para pihak bersepakat damai 
dengan beberapa ketentuan, maka hasil kesepakatan diversi, antara lain : 
a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; 
b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; 
c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS  
paling lama 3 (tiga) bulan; atau 
d. pelayanan masyarakat. 
Proses diversi mencapai kesepakatan, maka fasilitator diversi membuat 
berita acara kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh para pihak dan 
dilaporkan kepada ketua pengadilan. Kemudian, ketua pengadilan mengeluarkan 
penetapan kesepakatan diversi. Hakim akan menerbitkan penetapan penghentian 
pemeriksaan perkara.  
Sedangkan proses diversi mengalami kegagalan dengan tidak tercapainya 
kesepakatan para pihak, maka perkara pidana yang melibatkan anak tersebut 
  
dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Hal ini berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu : 
Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal : 
a. proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau 
b. kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. 
Hasil dari musyawarah diversi yang telah disepakati bersama sebaiknya 
dilaksanakan demi efektifnya pelaksanaan upaya diversi dalam sistem peradilan 
pidana anak. 
F. Anak Menurut Hukum Positif 
1.  Pengertian anak. 
a. Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak 
Pasal 1 angka 1 menyatakan bahawa “anak adalah seseorang yang belum 
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. 
Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-
undang tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika 
memenuhi syarat sebagai berikut:82 
1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun; 
Frasa “Belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam pasal 1 angka 1 Undang-
undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 
23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sama dengan frasa “dibawah umur 18 
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(delapan belas) dalam pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak anak yang telah 
diratifikasi dengan UU Nomor 5 tahun 1998. 
2) Termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
Untuk memberikan arti dari frasa “Termasuk anak yang masih dalam 
kandungan” dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 
tentang perlindungan anak agar dikaitkan dengan pasal 2 KUH Perdata yang 
menyatakan bahwa “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, 
dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak 
menghendakinya” 
b. Menurut Konvensi  Hak-Hak anak 
Pasal 1 konvensi Hak-hak anak menyatakan bahwa “untuk tujuan-tujuan 
konvensi ini maka, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 
(delapan belas) tahun, kecuali menurut Undang-undang yang berlaku pada 
anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. 
Konvensi Hak-hak anak (Convention On The Rights of the Child), Resolusi 
Nomor 109 tahun 1990 yang diratifikasi dengan keputusan presiden RI Nomor 
36 tahun 1990 dan dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-
undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
c. Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem perdilan pidana 
anak. 
Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem perdilan pidana anak 
adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan 
  
hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum menurut pasal 1 angka 2 Undang-
undang Nomor 11 tahun 2012 adalah terdiri atas:83 
1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak 
yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan 
belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3); 
2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban 
adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami 
penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh 
tindak pidana (pasal 1 angka 4); 
3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi 
adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat 
memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, 
dilihat dan/atau dialaminya sendiri (pasal 1 angka 5). 
2. Kenakalan Anak 
Istilah delinkuen berasal dari Delinquency, yang diartikan dengan kenakalan 
anak, kenakalan remaja, dan kenakalan pemuda. Kata juvenile delinquency erat 
kaitannya dengan anak, sedangkan kata delinquent act diartikan perbuatan yang 
melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh 
kelompok anak-anak, maka disebut delinquency. Jadi delinquency mengarah pada 
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pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu 
bukan hanya hukum negara saja. 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 
delinkuensi adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan 
perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-
undangan maupun menurut peraturan lain yang hidup dan berlaku dalam 
masyarakat yang bersangkutan. 
Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup tiga 
pengertian, yaitu : 
a. Perbuatan yang dilakukan orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), 
akan tetapi bila dilakukan oleh anak-anak belum dewasa dinamakan delinquency 
seperti pencurian, perampokan, dan pembunuhan. 
b. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan 
keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok, dan sebagainya. 
c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti 
anak-anak terlantar, yatim piatu, dan sebagainya yang jika dibiarkan berkeliaran 
dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.84 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Juvenile Delinquency adalah 
suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun 
norma sosial yang dilakukan oleh anak. 
3. Sanksi Pidana dan Tindakan Bagi Anak 
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Sanksi pidana dan tindakan bagi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 69 sampai Pasal 
83 mengatur pidana yang terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan 
yang menentukan sebagai berikut : 
a. Pidana Pokok 
Pidana Pokok bagi anak terdiri dari atas: 
1.  Pidana peringatan 
Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan 
pembatasan kebebasan anak. 
2. Pidana dengan syarat 
a) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana 
penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. 
b) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan 
syarat khusus. 
c) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak 
akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana 
dengan syarat. 
d) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk 
melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam 
putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. 
e) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana 
dengan syarat umum. 
  
f) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun. 
g) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum 
melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan 
pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah 
ditetapkan. 
h) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun. 
Pidana dengan syarat terdiri dari: 
1) Pembinaan di luar lembaga; 
Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan : 
a) Mengikuti program pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh 
pejabat pembina; 
b) Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau 
c) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, 
dan zat adiktif lainnya. 
2) Pelayanan masyarakat; 
Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksud untuk 
mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan 
kemasyarakatan yang positif. Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak 
dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh). 
3) Pengawasan 
  
Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan 
dan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan 
Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. 
3. Pelatihan Kerja 
a. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf 
c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai 
dengan usia Anak. 
b. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling 
singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. 
4. Pembinaan dalam lembaga 
a. Pidana  pembinaan  di  dalam  lembaga  dilakukan  di  tempat pelatihan kerja 
atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah 
maupun swasta. 
b. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan 
perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat. 
c. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan 
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 
d. Anak  yang  telah  menjalani  ½  (satu  per  dua)  dari  lamanya pembinaan di 
dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak 
mendapatkan pembebasan bersyarat. 
5. Penjara 
  
a. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) 
apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. 
b. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama ½ (satu per 
dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. 
c. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) 
tahun. 
d. Anak yang telah menjalani ½ (satu per dua) dari lamanya pembinaan di 
LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. 
e. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. 
f. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang 
dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. 
b. Pidana Tambahan 
     Pidana tambahan terdiri atas : 
1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. 
2) Pemenuhan kewajiban adat. Yang dimaksud dengan kewajiban adat adalah 
denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat 
yang tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak membahayakan 
kesehatan fisik dan mental Anak. 
c. Tindakan 
(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi: 
a. Pengembalian kepada orang tua/Wali; 
b. Penyerahan kepada seseorang; 
  
c. Perawatan di rumah sakit jiwa; 
d. Perawatan di LPKS; 
e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan     
    oleh pemerintah atau badan swasta; 
f. Pencabutan surat izin mengemudi; atau 
g. Perbaikan akibat tindak pidana. 
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f  
      dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. 
   (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut 
Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana 
penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Dalam  Pasal  83  menentukan  tindakan  penyerahan  Anak  sebagai berikut : 
(1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan 
Anak yang bersangkutan.  
(2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang 
tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang 
bersangkutan 
 
 
 
. 
  
D. Anak Menurut Hukum Pidana Islam 
1. Pengertian Anak 
Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang 
menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik masih belum dewasa).85 
Sedangkan anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari 
hubungan antara pria dan wanita.86 
Sedangkan yang dimaksud baligh adalah anak yang sudah sempurna 
keahliannya (akalnya), sehingga ia menanggung kewajiban secara penuh dan 
mempunyai hak yang sempurna, terkecuali ada hal-hal yang menghalangi 
keahliannya menjadikannya ia tidak cakap bertindak dalam hukum. 
Dalam suatu Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dalam kitabnya 
“Matan Bukhor”, disebutkan bahwa seorang sahabat nabi yang Ibnu Umar, yang 
berkeinginan untuk memajukan diri pada peperangan uhud. Ketika umurnya baru 
14 tahun Nabi tidak menerimanya. 
Para ulama’ berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas baligh. 
Berikut adalah pendapat dari sebagian para ulama’ madzhab : 
a. Menurut ulama’ Hanafiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah ihtilam (mimpi 
keluar mani) dan menghamili perempuan. Sedangkan untuk perempuan ditandai 
dengan haid dan hamil. Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka 
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balighnya diketahui dengan umurnya. Menurutnya umur baligh bagi laki-laki 
adalah 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun. 
b. Menurut ulama’ Malikiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah keluar mani secara 
mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Dan bagi perempuan 
adalah haid dan hamil. 
c. Menurut ulama’ Syafi’iyyah, batasan baligh bagi laki-laki maupun perempuan 
dengan sempurnanya usia 15 tahun dan keluar mani, apabila kaluar mani 
sebelum usia itu maka mani yang keluar itu adalah penyakit bukan dari baligh, 
maka tidak dianggap baligh. Dan haidh bagi perempuan dimungkinkan 
mencapai umur 9 tahun. 
d. Menurut ulama’ Hanabilah, batas baligh bagi laki-laki maupun perempuan ada 
tiga hal yaitu : 
1) Keluar mani dalam keadaan terjaga ataupun belum mimpi, dengan 
bersetubuh. 
2) Mencapai usia genap 15 tahun. 
3) Bagi perempuan ditambahkan adanya tanda haidh dan hamil. Dan bagi banci  
(khuntsa) diberi batasan usia 15 tahun. 
Definisi tersebut menunjukkan suatu batas usia tertentu yang dibedakan 
dalam batas usia ke bawah dan batas usia ke atas. Perbedaan batas usia ini 
tergantung dari sudut mana dilihat dan ditafsirkan. 
Anak dibawah umur dimulai sejak usia 7 tahun hingga mencapai kedewasaan 
(baligh), dan fuqaha' membatasinya dengan usia 15 tahun, yaitu masa kemampuan 
  
berfikir lemah (tamyiz yang belum baligh). Jika seorang anak telah mencapai usia 
tersebut, maka  dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang 
sebenarnya.87 
Islam mendefinisikan anak adalah mereka yang belum mencapai masa 
baligh.26  Prof. Dr. Hj.Huzaemah T.Yanggo, MA dalam bukunya Fiqih Anak, 
mengatakan bahwa al-bulugh adalah habisnya masa kanak-kanak.  Pada laki-laki, 
baligh ditandai dengan bermimpi (al-ihtilam), dan perempuan ditandai dengan 
haid.88 Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah saw yang artinya:  
“Pena pencatat amal itu diangkat dari tiga : dari orang yang tidur sampai ia 
bangun, dari anak kecil sampai ia dewasa (yahtalima), dan dari orang gila 
sampai ia sadar".89 (HR. Ahmad dan Aisyah). 
Kata yahtalima adalah orang yang sudah bermimpi (alihtilam). Maka 
dipahami bahwa anak yang sudah baligh telah menerima beban taklif, yaitu 
menjalankan hukum syara’, dan dihisab sebagai implikasi dari pembebanan 
tersebut.  Ini berarti pada saat baligh, anak dianggap telah dewasa dan dapat 
diperlakukan sebagai manusia dewasa di hadapan hukum. 
Dengan pemahaman dewasa adalah saat baligh, anak harus dipersiapkan 
sedemikian rupa hingga ia siap untuk menjadi manusia dewasa yang sanggup 
bertanggungjawab atas perbuatannya saat baligh.  Ini berbeda dengan pandangan 
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yang ada saat ini yang menganggap anak dewasa bila sudah menginjak usia 18 
tahun. 
 
 
2. Kriteria Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam 
Hukum pidana Islam telah memberi batasan seorang mukallaf dimana 
apabila manusia dianggap baligh (dewasa) bisa dikenai pertanggungjawaban 
pidana. Periode baligh adalah masa kedewasaan hidup seseorang, tanda-tanda 
mulai dewasa apabila telah mengeluarkan air sperma dalam mimpi dan 
mengeluarkan darah haid bagi wanita dan ditandai dengan tumbuhnya  rambut 
disekitar kemaluan. Berdasarkan kesepakatan para ulama, manusia dianggap 
baligh (dewasa) apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun. 
Pendapat ulama mazhab tentang baligh terdapat perbedaan fatwa tentang 
batasan pertanggungjawaban hukum. Pertama, mazhab Syafi’i  menyebutkan 
bahwa kriteria baligh untuk laki-laki dan perempuan 15 tahun. Kedua, mazhab 
maliki menyebutkan bahwa kriteria baligh untuk laki-laki dan perempuan 18 
tahun. Ketiga, mazhab Hanafi menyebutkan bahwa kriteria baligh untuk laki-
laki 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Keempat, mazhab Hanbali kriteria baligh 
sama dengan Syafi’iyah. Dengan demikian pandangan hukum pidana Islam 
terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak bahwa kondisi di bawah umur 
  
merupakan sebab hapusnya hukuman sehingga tidak bisa dibebani 
pertanggungjawaban pidana.90 
Pada masa ini seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana 
atas jarimah yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dikenai pengajaran dan 
pertanggungjawaban perdata. 
Pengajaran ini walaupun berupa hukuman, tetapi tetap sebagai hukuman 
pengajaran, bukan sebagai hukumsn pidana. Oleh karena itu, jika anak tersebut 
berkali-kali melakukan jarimah dan berkalikali dijatuhi pengajaran, ia tidak 
dianggap sebagai pengulangan kejahatan (recidivist). Selain dasar tersebut 
diatas, para fuqaha berpendapat bahwa sesungguhnya akal merupakan dasar 
tanggung jawab. Dengan akal ditegakkannya semua hukum dan hanya dengan 
mimpilah dijadikan batas baligh seseorang secara syari'at (hukum Islam), karena 
mimpi adalah petunjuk adanya kesempurnaan akal dan mimpi  itu pasti terjadi 
paling lambat pada anak umur 15 tahun. Jika seorang anak tidak mimpi pada saat 
usianya sudah mencapai 15 tahun, maka itu merupakan penyakit dan penyakit 
tidak menyebabkan akal menjadi sakit. Sehingga anak yang dianggap baligh 
sudah dikenakan kewajiban hukum. 
Menurut syari'at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua 
perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan. Oleh karena itu, perbuatan jarimah 
yang dilakukan anak di bawah usia 7 tahun tidak dijatuhi hukuman, baik sebagai 
hukuman pidana atau sebagai pengajaran. Akan tetapi dikenakan 
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pertanggungjawaban perdata, yang dibebankan atas harta milik pribadi, yakni 
ganti rugi terhadap harta atau lain.91 
3. Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Islam 
Dalam lapangan hukum pidana, anak dibawah umur tidak bisa 
dipersamakan dalam hukum dengan orang yang sudah mukallaf, karena ada hal-
hal tertentu yang tidak dimiliki oleh anak dibawah umur. 
Bagi anak yang belum tamyiz, bila ia melakukan jarimah, maka ia tidak 
dijatuhi hukuman baik sebagai hukuman pidana atau sebagai pengajaran. Ia 
dibebaskan secara murni dari sanksi hukuman, karena ia belum mempunyai 
kesadaran berfikir yang sempurna, belum bisa membedakan mana yang baik dan 
mana yang buruk. 
Abu Zahrah berpendapat bahwa anak dibawah umur baik yang belum 
tamyiz maupun sudah tamyiz diserupakan hukumanya dengan hukum orang gila 
apabila ia melakukan perbuatan jelek (melanggar hukum pidana) sehingga bila 
anak tersebut membunuh seseorang kerabatnya dengan sengaja maupun tidak 
sengaja maka anak tersebut tidak diharamkan unutk mengambil pusakanya, 
karena perbuatannya tadi tidak dihalalkan untuk dipidana. Dan karena 
pembunuhan yang bisa menyebabkan terhalangnya hak waris adalah 
pembunuhan yang bisa dipidana. Padahal anak yang dibawah umur belum 
berhak dipidana. 
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Anak dibawah umur yang belum mumayyiz dengan dihukum ta’zir 
sebagai hukumnya, akan tetapi dilihat dari pengajarannya dan sebagai preventif 
agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. 
Dalam kaitannya dengan prinsip hukuman dalam hukum pidana Islam, 
maka setiap pidana yang dijatuhkan harus didasarkan pada upaya: 
a. Menuntaskan segala perbuatan untuk memelihara stabilitas keamanan. 
b. Memperbaiki perilaku terpidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. 
Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan setiap jarimah harus 
diorientasikan pada upaya pencegahan dan mewujudkan kemaslahatan dan 
kedamaian dalam masyarakat. Yang dimaksudkan dengan pencegahan ialah 
segala upaya menahan atau menangkal pelaku tindak pidana untuk tidak menjadi 
residivis, sedangkan aspek perbaikan dan pendidikan pada hakikatnya 
terkandung makna rehabilitas.92 
Berdasarkan uraian diatas maka di dalam hukum pidana Islam terdapat 
beberapa prinsip: 
1. Tujuan hukum pidana (penjatuhan hukuman) untuk menentukan segala 
perbuatan untuk memelihara stabilitas keamanan, dan mempoerbaiki perilaku 
terpidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta untuk melindungi 
korban. 
                                                          
92 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 90 
  
2. Bentuk-bentuk hukuman dapat dipilih sesuai dengan jenis kejahatan, ada 
tidaknya ampunan dari pihak korban. 
E. Sistem Peradilan Pidana Anak 
Anak yang melakukan tindak pidana akan berhadapan dengan instrumen 
negara melalui aparatur penegak hukumnya. Sebagai sebuah instrumen 
pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi kerena pada 
fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak 
milik mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan 
masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain.93 
Sistem peradilan pidana anak di Indonesia berasaskan sebagai berikut: 
1. Perlindungan, yaitu meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung 
dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. 
2. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan 
rasa keadilan bagi anak. 
3. Nondiskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada 
suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status 
hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental. 
4. Kepentingan tebaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu 
mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. 
                                                          
93 Budi Setiawan, “Penyelesaian Perkara Dengan Pendekatan Restorative justice 
Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak”, Skripsi (Makassar: Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin, 2015), h. 35. 
  
5. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan terhadap anak dalam 
menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika 
menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak. 
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling 
mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, 
keluarga dan orang tua. 
7. Pembinaan dan pembimbingan anak, yaitu kegiatan untuk meningkatkan 
kualitas, ketakwaan kepada tuhan yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan prilaku. 
8. Proporsional, yaitu segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas 
keperluan, umur dan kondisi anak. 
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. 
10. Penghindaran  pembalasan,  yaitu  menjauhkan  prinsip  pembalasan  dalam 
proses peradilan pidana anak.94 
Setyo wahyudi mengemukakan bahwa bahwa yang dimaksud dengan sistem 
peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang 
terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem 
pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak 
yang berlandaskan hukum pidana materil anak dan hukum pidana formal anak dan 
hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem 
penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan 
perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap apa yang dimasud dengan sistem 
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peradilan pidana anak tersebut, Undang-undang nomor 11 tahun 2011 sama sekali 
tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.95 
Sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik sebagai berikut: 
1. Sistem peradilan pidana anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa: 
a. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat polri sebagaimana 
yang dimaksud oleh Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 
b. Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, yaitu jaksa sebagaimana yang 
dimaksud oleh Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia. 
c. Pemeriksaan sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan 
tingkat pertama dan Pengaadilan Tinggi sebagai Pengadilan tingkat banding, 
yaitu sebagaimana dimaksud oleh pasal 50 dan pasal 51 ayat (1) Undang-
undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum 
   d. Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas: 
1) Pembimbing kemasyarakatan; 
2) Pekerja sosial professional; 
3) Tenaga kesejahteraan sosial; 
Sebagaiman yang dimaksud dalam 63 Undang-undang nomor 12 tahun 
2012 tentang sistem peradilan pidana anak. 
                                                          
95 Setyo Wahyudi, Implementasi Ide Diversi  (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h. 
16. 
  
2. Komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak tersebut dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubugan satu sama lain dalam 
suatu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam atau mengikuti 
hukum acara peradilan anak, yaitu dalam bab III dari Undang-undang nomor 11 
tahun 2012. Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang 
menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil, maupun hukum 
pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan ini harus dilihat dalam 
konteks sosial, sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan 
hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.96 
3. Keseluruhan sistem peradilan pidana anak lebih dari sekedar penjumlahan dari 
komponen-komponennya, dalam pengertian sistem peradilan pidana anak yang 
terpenting bukanlah kuantitas suatu komponen melainkan kualitas dari 
komponen tersebut. Terdapat empat komponen dalam sistem peradilan pidana 
anak yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang 
diharapkan kesemua komponen tersebut dapat bekerjasama dan dapat 
membentuk suatu integrated criminal justice system. 
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BAB III 
METODELOGI PENELITIAN 
  Penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang 
digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Penelitian merupakan aktivitas 
menelaah suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang 
dengan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang terandalkan 
kebenarannya (objektif dan sahih) mengenai dunia alam dan dunia sosial, penelitian 
dimaknai sebagai sebuah proses mengamati fenomena secara mendalam dari 
dimensi yang berbeda. Penelitian adalah proses sebuah ketika seseorang mengamati 
fenomena secara mendalam dan mengumpulkan data dan kemudian menarik 
beberapa kesimpulan dari data tersebut.97 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
 Penelitian ini dapat dikualifikasikan sebagai penelitian hukum yang 
bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 
berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat 
sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah 
aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui 
penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian 
yang menjadi pusat perhatian.   
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2. Lokasi Penelitian  
 Penelitian ini memilih lokasi pada Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, 
Jl. Ahmad Yani No. 9, Kota Makssar, Sulawesi Selatan, khususnya pada bagian 
penyidik tindak pidana anak dengan argumentasi bahwa pemilihan lokasi 
tersebut memenuhi persyaratan sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh 
data, informasi dan dokumen yang dibutuhkan. 
B.  Pendekatan Penelitian   
 Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian 
terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku 
dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang temui dalam 
penelitian98 pada penerapan konsep diversi dalam proses penyidikan anak di 
Polrestabes Makassar. 
C. Sumber Data   
 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:  
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara atau kuisener 
dengan anggota kepolisisan (penyidik kasus pidana anak) di Polrestabes 
Makassar, serta pihak-pihak yang terkait dengan penerapan diversi. 
b. Data Sekunder, yaitu data yang sudah ada dan tersedia, baik yang diperoleh 
dari Polrestabes Makassar, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial 
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Profesional, Dinas Sosial Kota Makassar,  Komisi Nasional Perlindungan 
Anak Indonesia (KPAI) Kota Makassar, serta lembaga lain yang terkait. 
D. Metode Pengumpulan Data  
Adapun cara untuk mengumpulkan data, peneliti lakukan dengan teknik 
sebagai berikut: 
a. Teknik Wawancara (interview), yaitu melakukan tanya jawab secara 
langsung dan mendalam dengan responden/narasumber yang telah ditentukan 
(deep interview).  
b. Teknik Kepustakaan, yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari beberapa 
data-data dan dokumen yang telah ada, peraturan perundang-undangan 
terkait, serta penelahaan beberapa literatur yang relevan penelitian ini. 
E. Instrumen Penelitian 
Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran dan pengamatan 
maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian dinamakan 
instrument penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur 
fenomena alam maupun sosial yang diamati. Peneliti sendiri sebagai instrumen 
dalam penelitian kualitatif. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti 
dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara 
yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa 
daftar pertanyaan. 
  
b. Buku catatan dan alat tulis, berfungsi untuk mencatat semua percakapan 
dengan sumber data yang dianggap penting. 
c. Kamera, berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan 
pembicaraan dengan informan, dengan adanya foto dan rekaman ini maka 
dapat meningkatkan pembahasan akan lebih terjamin. 
d. Tape Recorder, berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan 
dengan informan. Penggunaan Tape Recorder dalam wawancara perlu 
memberi tahu kepada informan apakah dibolehkan atau tidak. 
F. Metode Analisis Data  
 Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara 
kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna 
memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk 
menjawab permasalahan yang penulis teliti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Polretabes Makassar 
Kantor Kepolisian Wilayah Makassar Terletak di jalan Ahmad Yani 
Nomor 9 Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Polrestabes Makassar Bertugas 
membantu Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dalam penyelenggaraan 
Komando dan pengendalian oprasional serta pembinaan Kepolisian Resort 
(Polres) dalam Jajarannya. Polrestabes Makassar Membawahi 12 Kepolisian 
Sektor (Polsekta), yaitu: 
1. Polsekta Tallo; 
2. Polsekta Makassar; 
3. Polsekta Ujung Pandang; 
4. Polsekta Bontoala; 
5. Polsekta Mariso; 
6. Polsekta Mamajang; 
7. Polsekta Tamalate; 
8. Polsekta Rappocini; 
9. Polsekta Biringkanaya; 
10. Polsekta Tamalanrea; 
11. Polsekta Panakukang; 
12. Polsekta Manggala; 
Tugas Porestabes Makassar secara umum sebagai suatu instansi penegak 
hukum yang bekerja dibawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), 
  
sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, adalah: 
1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 
2. Menegakkan hukum; 
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 
Dalam  melaksanakan  tugas  pokok  tersebut,  menurut  Pasal  14 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri melakukan : 
1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 
kegiatan Masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. 
2. Menyelenggaran segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan 
kelancaran lalu lintas di jalan. 
3. Membina Masyarakat untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat, kesadaran 
hukum Masyarakat serta ketaatan warga Masyarakat terhadap hukum dan 
Peraturan Perundang-Undangan. 
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. 
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 
Kepolisian khusus, Penyidik, Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk 
pengamanan swakarsa. 
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 
dengan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. 
  
8. Menyelenggarakan indentifiksi Kepolisian, Kedokteran, Kepolisian, 
laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas 
Kepolisian. 
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, Masyarakat, dan lingkungan 
hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan 
bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. 
10. Melayani kepentingan warga Masyarakat untuk sementara sebelum ditangani 
oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang. 
11. Memberikan pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam 
lingkungan tugas Kepolisian. 
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, 
yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 
Berdasarkan Keputusan Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) 
Nomor 54/X2002, Polrestabes menyelenggaran fungsi sebagai berikut: 
1. Pemberian arahan dalam penyusunan dan pelaksanaan renvcana atau program 
kerja dan kegiatan Polrestabes guna menjamin tercapainya sasaran yang 
ditugaskan oleh Kapolda. 
2. Pemantauan atau pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas 
oprasional Polres meliputi fungsi intelejen keamanan, reserce criminal, 
samapta, lalu lintas dan pembinaan kemitraan. 
  
3. Pemberian dukungan (back up) oprasional kepada Polres, baik melalui 
kekuatan Brimob yang tersedia dan atau penggunaan kekuatan bantuan dari 
Markas Kepolisian Daerah (Mapolda). 
4. Penyelenggaran operasional khusus kepolisian termasuk komando dan 
pengendalian atas suatu tindakan kepolisian yang dianggap perlu. 
5. Pemantauan atau penguasaan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas- tugas 
pembinaan Polres khususnya pembinaan personel sesuai lingkup 
kewenangannya. 
6. Penjabaran kebijakan dan penindakanlanjutan perintah atas atensi Kapolda. 
7. Penjabaran kebijakan dan penindaklanjutan perintah atas atensi Kapolda. 
B. Penerapan Diversi Di Polrestabes Makassar 
Setiap perkara tindak pidana tentunya harus melalui proses penyelesaian 
perkara yang dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana atau 
criminal justice system, begitu pula dengan tindak pidana yang dilakukan oleh 
anak.  
Dengan memandang kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan 
dengan hukum, maka dalam perkembangannya sistem peradilan pidana anak 
mulai melahirkan suatu konsep penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh 
anak yang dikenal dengan istilah diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian 
perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan 
dengan memperhatikan kesepakatan dari pelaku, korban, keluarga pelaku dan 
keluarga korban. 
  
Proses diversi wajib diselenggarakan oleh penyidik, penuntut umum serta 
hakim pengadilan yang memeriksa perkara hal ini berdasarkan perintah Undang-
undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat 
(1) yang menentukan sebagai berikut : 
1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di 
pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. 
Sistem peradilan pidana merupakan rangkaian proses dari penyidikan 
sampai pada pelaksanaan keputusan Hakim. Salah satu proses penyelesaian perkara 
dalam sistem peradilan pidana adalah penyelidikan dan penyidikan yang 
merupakan wewenang dari Kepolisian yang merupakan awal dari proses peradilan 
pidana. 
Kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan di Indonesia khususnya di 
kota Makassar selalu mejadi sorotan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian di 
Subnit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Sat Reskrim Kepolisan Resort 
Kota besar Makassar ditemukan bahwa terdapat berbagai tindak pidana yang 
melibatkan anak sebagai pelakunya sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Juni 
tahun 2017 yang jika digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 
 
 
 
  
Tabel 1 jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum yang ditangani 
unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Sat Reskrim Polrestabes 
Makassar sejak tahun 2014 s/d Bulan Juni 2017 
NO Jenis Tindak Pidana Jumlah 
1 Pencurian 35 
2 Aniyaya 26 
3 Pemerasan 1 
4 Pencurian dalam keluarga 2 
5 Pencabulan 23 
6 Membawa lari anak 10 
7 Persetubuhan 17 
8 Perzinahan 1 
9 Perbuatan tidak menyenangkan 1 
10 KDRT 1 
11 Pemerkosaan 23 
  
12 Membawa senjata tajam tanpa 
izin 
3 
13 Penganiyayaan secara bersama 29 
14 Pemalsuan identitas 1 
15 Pengerusakan 2 
Sumber: data unit pelayan perempuan dan anak (PPA) Sat Reskrim Polrestabes 
Tabel tersebut merupakan tabel jumlah kasus yang ditangani langsung 
oleh unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Sat Reskrim Kepolisian 
Resort Kota besar Makassar sejak tahun 2014 sampai tahun 2016. Karena 
banyaknya kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya sehinga 
dilakukan pembagian dalam penanganan kasusnya seperti kasus narkotika 
ditangani langsung oleh satuan Narkotika. 
Nina Purwati99 menjelaskan restorative justice adalah proses 
musyawarah yang menghadirkan pihak pelapor / korban, terlapor / tersangka, 
Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan pihak-pihak terkait (pekerja sosial 
profesional, RT, RW atau kepala sekolah) untuk mecari penyelesaian terbaik 
untuk kasus yang di hadapi. Dalam musyawarah tersebut pihak kepolisian wajib 
mengupayakan diversi. Dalam pengupayan diversi pihak penyidik harus 
                                                          
99 Nina Purwati (35 tahun), Kasubnit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Sat 
Reskrim Polrestabes Makassar, Wawancara, Makassar, 11 juli 2017. 
  
memperhatikan kepentingan korban dan alasan tersangka melakukan tindak 
pidana sesuai dengan penelitian terhadap tersangka yang dilakukan oleh 
BAPAS.  
Kemudian semua pihak antara pelapor, terlapor, keluarga pelapor dan 
terlapor, BAPAS, pekerja sosial profesional dan pihak terkait untuk untuk 
bermusyawarah dengan berdasarkan asas restorative justice. Tidak semua anak 
yang berkonflik dengan hukum dapat diupayakan diversi, terdapat beberapa 
syarat yang harus dipenuhi antara lain : 
1. Anak yang belum berusia 18 tahun (dibuktikan dengan akta kelahiran) 
2. Ancaman pidana dibawah 7 tahun. 
3. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 
Sedangkan anak yang belum beruisia 12 tahun tidak dapat diproses 
dengan cara diversi atau diproses secara hukum pidana , tetapi penyidik 
menyelesaiakan kasus tersebut dengan cara mempertemukan semua 
pihak terkait dan dibantu oleh BAPAS dan pekerja sosial profesional 
untuk bermusyawarah mencari solusi terbaik bagi anak agar kerugian 
yang di timbulkan dapat teratasi serta mengupayakan agar anak tersebut 
tidak mengulangi perbuatan kembali. 
 Cahyadi100 menjelaskan ada beberapa tahapan-tahapan proses 
diversi yang didasari dengan konsep restorative justice untuk menangani 
anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain : 
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1. Penyidik menerima laporan adanya tidnak pidana yang dilakukan 
oleh anak. 
2. Penyidik membuat permohonan penelitian ke BAPAS terhadap 
tersangka yang didampingi oleh orang tua. 
3. Membuat surat undangan kepada : 
a. Korban dan orang tua korban. 
b. Tersangka dan orang tua tersangka 
c. Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas). 
d. Badan Pemasyarakatan 
e. Lembaga atau organisasi sosial pendamping anak (korban dan    
   tersangka) 
4. Pelaksanaan diversi dengan musyawarah (menyertakan hasil 
penelitian BAPAS sebagai bahan pertimbangan) 
5. Membuat berita acara kesepakatan diversi yang ditanda tangani oleh 
semua pihak yang hadir. 
6. Mengajukan surat penetapan diversi ke pengadilan negeri. 
7. Mengajukan surat keputusan diversi kepada Kapolrestabes. 
Kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana yang 
dilakukan oleh anak dapat pula dimusyawarahkan kepada semua pihak 
yang terkait khususnya pelapor dan keluarga pelapor untuk mencari 
solusi terbaik. Sebagai contoh tindakan pidana yang mengakibatkan 
korban luka-luka dan menghabiskan banyak biaya untuk pemulihannya, 
  
keluarga korban dapat memita agar tersangka dan keluarga tersangka 
menanggung seluruh biaya yang ditimbulakan. 
Dalam hal diversi pada tahap penyelidikan berhasil, maka 
penyidik membuat berita acara kesepakatan diversi yang ditandatangani 
oleh semua pihak yang hadir, kemudian dimintakan penetapan kepada 
pengadilan negeri. Hasil kesepakatan divrsi dapat berbentuk, antara 
lain:101 
a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; 
b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; 
c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga 
pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau  
d. pelayanan masyarakat. 
Dalam hal  diversi pada tahap penyidikan gagal, penyidik akan 
melanjutkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan  berita acara 
diversi dan hasil penelitian BAPAS. 
C. Hambatan dalam Penerapan Diversi Di Polrestabes Makassar 
Dalam pelaksanaan restorative justice melalui diversi di Polrestabes 
Makassar tentunya memiliki hambatan. Hambatan-hambatan yang ada nantinya 
akan dijadikan evaluasi agar penerapan penerapan diversi bagi anak yang 
berkonflik dengan hukum dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. 
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pidana anak”,  pasal 11. 
  
Hambatan-hambatan dalam penerapan diversi biasanya terjadi karena sikap 
keluarga korban yang kurang menerima pelaksanaan diversi dan menganggap 
diversi belum mewakili pertanggungjawaban bagi anak yang melakukan tindak 
pidana dan ganti kerugian yang sepadan dengan keadaan yang ditimbulkan.  
Hambatan-hambatan dalam penerapan diversi menurut Cahyadi 
penyidik unit PPA Polrestabes Makassar adalah sebagai berikut : 
1. Terbatasnya fasilitas sebagai alat untuk pelaksanaan diversi seperti, ruang 
mediasi untuk musyawarah, ruang khusus anak, dan lembaga penempatan 
anak sementar. 
2. Pandangan masyarakat khususnya keluarga korban terhadap diversi yang 
cendrung negatif yang berakibat adanya dendam dan pengucilan bagi anak 
yang berkonflik dengan hukum serta masyarakat yang masih ingin melakukan 
pembalasan bagi pelaku dengan cara memberikan hukuman atau pidana. 
3. Sikap keluarga korban yang menganggap dengan adanya diversi hanya akan 
membebaskan anak dari tanggung jawab atas tindak pidana yang 
dilakukannya. 
D. Diversi dalam Prespektif  Hukum Islam 
Seperti diketahui bahwa diversi dan restorative justice merupakan 
upaya perdamaian antar pihak yang berkonflik. Dalam Islam, perdamaian 
dikenal dengan kata al-islah yang artinya memperbaiki, mendamaikan dan 
menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha mewujudkan 
perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai 
  
antara satu dengan lainnya, dan melakukan perbuatan baik berperilaku 
sebagai orang suci.102 
Setiap sengketa yang timbul dalam dalam masyarakat dapat 
mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Oleh karena itu, perlu 
diupayakan agar setiap sengketa dapat diselesaikan sehingga keseimbangan 
tatanan masyarakat dapat dipulihkan. Dalam setiap masyarakat telah 
berkembang berbagai tradisi mengenai bagaimana sengketa ditangani. 
Sengketa dapat diselesaikan melalui berbagai cara, baik melalui forum 
formal yang disediakan oleh negara, maupun melalui forum-forum lain yang 
tidak resmi yang disediakan oleh negara.103 
Penyelesaian perkara pidana dalam hukum pidana Islam dapat 
dilakukan melalui lembaga “pemaafan” dengan menghadirkan Hakam di 
antara pihak yang sedang berperkara. Dalam kamus Munjid disebutkan 
bahwa, “arbitrase” dapat disepadankan dengan istilah “tahkim”. Tahkim 
sendiri berasal dari kata “hakkama”. Secara etimologi, tahkim berarti 
menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, 
tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal 
dewasa ini yaitu pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua 
orang yang berperkara atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan perkara 
mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “hakam”. 
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Meskipun konsep tahkim, al-hakam, dan hakamain, dalam Al-
Qur‟an lebih mengacu pada perkara perdata, yaitu perceraian, tetapi dalam 
perkembangannya, ternyata konsep tersebut juga digunakan dalam perkara-
perkara yang terkait dengan pidana. Seperti, perkara yang terjadiantara Ali 
bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menyebabkan 
terjadinya perang Siffin diselesaikan dengan sebuah mekanisme yang 
dikenal dalam sejarah sebagai “tahkim”.104 
Menurut Ahmad Ramz, islah dalam Islam merupakan satu konsep 
yang utuh dalam penyelesaian suatu perkara. Secara mendasar terdapat 
prinsip-prinsip yang harus ada dalam proses islah, yang pertama adalah 
pengungkapan kebenaran, kedua, adanya para pihak, yaitu pihak yang 
berkonflik dalam hal kejahatan dan harus ada korban serta pelaku, 
sedangkan pihak lain adalah mediator. Ketiga, islah merupakan proses 
sukarela tanpa paksaan, dan keempat adalah keseimbangan antara hak dan 
kewajiban. 
Pandangan bahwa Islam sangat menekankan penyelesaian perkara 
pidana di luar mekanisme peradilan, juga dapat ditelusuri dari berbagai 
konsep dalam Al Qur’am yakni konsep islah (perdamaian), sebagaimana 
ditegaskan dalam Quran Surat Hujurat ayat 9: 
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   
  
   
   
   
   
     
   
  
    
  
Terjemahannya : 
Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu 
melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar 
Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. 
kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, 
dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-
orang yang Berlaku adil.105 
 
Juga dalam beberapa Hadist Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang 
menjadi dasar penerapan Islah ialah  "Saling memaafkanlah kalian dalam kasus-
kasus hukum sebelum datang kepada saya (untuk mendapatkan putusan), sebab 
kasus hukum apa saja yang sampai kepada saya, maka saya wajib menegakkan 
hadd". Hadis ini mengindikasikan bahwa kasus-kasus hukum apa pun dapat 
diselesaikan melalui mekanisme Lembaga Pemaafan. 
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Rasulullah bersabda Dari Abu Syuraih al-Khaza‟iy berkata, “Saya 
mendengar Rasulullah SAW berkata, "Barangsiapa ditimpa pembunuhan atau 
penganiayaan (al-khubl adalah al-jarah, yakni penganiayaan badan), maka ia 
berhak memilih salah satu dari tiga hal; menjatuhkan haknya, mengambil diyat, 
atau memaafkan, maka jika berkehendak yang keempat ambillah dari kedua 
tangannya.”106 Dalam hadis lain pun yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi dari 
Amr bin Syuaib dari Bapak dari Kakeknya, Rassulullah SAW bersabda, yang 
artinya: “Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh 
diserahkan kepada wali korbannya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang 
setimpal (qisash), mereka dapat membunuhnya. Jika mereka tidak ingin 
membunuhnya, mereka dapat mengambil diyat (denda). Dan bila mereka 
berdamai, itu terserah kepada wali mereka.” kasus-kasus hukum sebaiknya 
diusahakan untuk diselesaikan melalui jalur non litigasi sebelum dibawa ke 
pengadilan. 
Islah memiliki landasan filosofis dan teologis yang mengarah pada 
pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang terlibat, mengganti suasana 
konflik dengan perdamaian, menghapus hujat menghujat dengan pemaafan, 
menghentikan tuntut menuntut dan salah menyalahkan. Klarifikasi yang 
diinginkan adalah tidak melalui meja pengadilan, melainkan melalui meja 
perdamaian dan perundingan. Islah adalah pilihan yang secara sadar ditempuh 
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oleh korban dan pelaku untuk mencapai cara-cara terbaik sesuai dengan 
keyakinannya terhadap kejahatan yang terjadi. Dalam hal ini, Islah merupakan 
pilihan yang menjadi hak prerogratif dari korban maupun ahli warisnya. Hal ini 
sejalan dengan yang terkandung dalam asas restorative justice dalam konsep 
diversi yang menginginkan adanya penyelesaia perkara secara damai diluar 
pengadilan pidana. 
Perbedaan mendasar dari konsep islah dengan diversi terletak pada kasus-
kasus yang dapat ditempuh dengan upaya damai. Dalam islah kasus-kasus yang 
tidak dapat ditempuh adalah tindak pidana yang masuk ke dalam kategori Hudud 
seperti zina, menuduh zina, miras, pencurian, murtad dan pemberontakan. Selain 
kategori tersebut dapat ditempuh jalan damai sekalipun melibatkan kasus berat 
seperti pembunuhan dan sebagainya. Sedangkan dalam diversi, patokannya 
adalah periode kurungan. Upaya perdamaian dapat ditempuh selagi diancam 
dengan kurungan di bawah 7 tahun dan bukan residivis. Selain itu, orientasi islah 
menggunakan victim oriented , demikian halnya dengan UU SPPA. Berbeda 
halnya dengan substansi diversi yang ada dalam The Beijing Rules yang 
memadukan antara victim oriented dan offender oriented
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal 
sebagai berikut : 
1. Penerapan diversi di Polrestabes Makassar sudah sesuai dengan Undnag-undang 
nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) 
Tahun. Dimana pengupayaan diversi ditekankan dengan melihat kepentingan 
terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban. 
Anak yang dapat diupayakan diversi di tingkat penyelidikan adalah anak yang 
belum beruisia delapanbelas (18) tahun yang di buktikan dengan akta kelahiran 
serta perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana pokok 
dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan pidana. Penerapan diversi juga 
melibatkan pihak-pihak yang berkaitan seperti korban dan keluaraga korban, 
tersangka dan keluarga tersangka, BAPAS, BAPEMAS, lembaga atau organisasi 
sosial pendamping anak (korban dan tersangka).  
2. Hambatan-hambatan dalam penerapan diversi menurut unit PPA Polrestabes 
Makassar adalah sebagai berikut : 
 ii 
 
a) Terbatasnya fasilitas sebagai alat untuk pelaksanaan diversi seperti, ruang 
mediasi untuk musyawarah, ruang khusus anak, dan lembaga penempatan anak 
sementar. 
b) Pandangan masyarakat khususnya keluarga korban terhadap diversi yang 
cendrung negatif yang berakibat adanya dendam dan pengucilan bagi anak yang 
berkonflik dengan hukum serta masyarakat yang masih ingin melakukan 
pembalasan bagi pelaku dengan cara memberikan hukuman atau pidana. 
c) Sikap keluarga korban yang menganggap dengan adanya diversi hanya akan 
membebaskan anak dari tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. 
3. Diversi dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak yang merupakan gagasan baru yang  bermuara pada The Beijing Rules pada 
hakekatnya telah diatur di dalam hukum Islam yang dikenal dengan konsep islah 
(perdamaian). Suatu konsep yang mengedepankan penyelesaian perkara secara 
kekeluargaan. Perbedaan mendasar dari konsep islah dengan diversi terletak pada 
kasus-kasus yang dapat ditempuh dengan upaya damai. Dalam islah kasus-kasus 
yang tidak dapat ditempuh adalah tindak pidana yang masuk ke dalam kategori 
Hudud seperti zina, menuduh zina, miras, pencurian, murtad dan pemberontakan. 
Selain kategori tersebut dapat ditempuh jalan damai sekalipun melibatkan kasus 
berat seperti pembunuhan dan sebagainya. Sedangkan dalam diversi, patokannya 
adalah periode kurungan. Upaya perdamaian dapat ditempuh selagi diancam 
dengan kurungan di bawah 7 tahun dan bukan residivis 
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B. Implikasi Penelitian 
Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak menjadi payung hukum dalam melakukan penyelesaian perkara pidana 
yang dilakukan oleh anak dimana anak belum dikategorikan sebagai subjek hukum. 
Oleh sebab itu, adanya proses diversi dalam undang-undang tersebut memberikan 
dampak yang signifikan terhadap penyelesaian perkara anak. Ada beberapa catatan 
yang perlu diperhatikan, yaitu : 
1. Kepada aparat Kepolisian khususnya penyidik untuk lebih mengoptimalkan upaya 
diversi dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban dan 
anak yang berkonflik dengan hukum dan juga dapat meyakinkan keluarga anak 
sebagai korban untuk bersedia melakuakn upaya diversi. 
2. Kepada para orang tua agar dapat mendidik akhlak dan moralitas anak, memberikan 
perhatian yang cukup dan memperhatikan lingkungan pergaulan anaknya. 
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